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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis pengaruh kinerja aparatur pemerintah dan kejelasan
sasaran anggaran terhadap transparansi keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada desa di
kecamatan suralaga Kabuapten Lombok Timur. dan menggunakan tekhnik sampel purposive
dan sampel yang digunakan 80 orang dan menggunakan regresi linier berganda.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh positif terhadap transparansi

Kata Kunci: Kinerja Aparatur, Kejelasan Anggaran, Transparansi.
PENDAHULUAN

Pada Undang-undang No. 6 Tentang Desa 2014 dijelaskan bahwa desa merupakan
sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang sejalan
dengan pembangunan desa diperlukan pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang
Desa sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari
dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10%
setelah dikurangin Dana Alokasi Khusus (DAK). Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan
salah satu provinsi yang mendapatka kucuran dana desa dengan jumah yang relative besar.

Pada tahun 2018 saat menjelang pilkades serentak di Kabupaten Lombok Timur
ditemukan adanya 45% desa yang tidak melakukan transparansi anggaran, padahal undang-
undang tentang desa mengharuskan setiap desa melakukan keterbukaan anggaran agar
masyarakat mengetahui perkembangan juga program yang sudah dijalankan oleh pemerintah
desa. Setelah pemilihan kepala desa serentak banyak masyarakat melakukan aksi atau unjuk
rasa terkait dengan kinerja aparatur pemerintah desa yang buruk dan atas desakan
masyarakat, kepala desa memberhentikan diantara aparatur pemerintah yang lama.

Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan suatu ukuran penilaian yang menyatakan
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa.
Kinerja aparat pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur sering mendapat sorotan tajam
dari masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan serta keahlian
aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang baikyang menunjukkan
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rendahnya pertanggungjawaban atau akuntabilitas setiap aktivitas aparatur pemerintah desa.
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Transparansi keuangan desamerupakan sikap membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan
keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, dan hasil pemeriksaan, dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Agar
transparansi pengelolaan pelaporan keuangan dapat cepat diakses oleh masyarakat maka
pemerintah desa perlu membentuk norma-norma yang baik terutama norma subyektif.

Penelitian Lestari (2015) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, Kinerja
manajerial dan transparansi publik tidak memberi dampak terhadap akuntabilitas kinerja
instansipemerintah. Sedangkan pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan aktivitas
pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Sama seperti
Lestari penelitian ini menyajikan variabel independen kejelasan sasaran anggaran, tetapi
penelitian ini tidak melibatkan variabel aktivitas pengendalian. Penelitian ini menggunakan
empat variabel independen yaitu norma subyektif, kinerja aparatur pemerintah desa, kejelasan
sasaran anggaran, dan prosocial behavior sedangkan untuk variabel dependen vyaitu
transparansi dan akuntabilitas. Alasan peneliti untuk mengambil variabel ini adalah
banyaknya entitas pemerintah desa diKabupaten Lombok Timur dalam mengelola anggaran
tidak banyak mencerminkan transparansi keuangan, sebab perilaku pemerintah desa yang
tidak berbijak pada norma subyektif.

Penelitian Nasrul Kahpi Lubis (2017) faktor — faktor yang transparansi pelaporan
keuangan dan pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini
mengemukakan bahwa secara simultan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan
komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Secara parsial
tekanan eksternal dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap transparansi
pelaporan keuangan, sedangkan komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap
transparansi pelaporan keuangan. secara simultan tekanan eksternal, ketidakpastian
lingkungan, komitmen manajemen dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh
terhadap kualitas pelaporan keuangan. Secara parsial ketidakpastian lingkungan, komitmen
manajemen dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan
keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan tekanan eksternal
tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. tekanan eksternal, ketidakpastian
lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan
melalui transparansi pelaporan keuangan. Tekanan eksternal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui transparansi pelaporan keuangan.
Hasil ini menyimpulkan bahwa transparansi pelaporan keuangan dapat memediasi
(intervening) hubungan tekanan eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan.

METODE PEN ELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.Dalam hal
ini peneliti menggunakan transparansi dan akuntabilitas, sebagai variabel dependen (variabel
yang dipengaruhi), sedangkan norma subyektif, kinerja aparatur pemerintah desa, kejelasan
sasaran anggaran, dan prosocial behavior sebagai variabel independen (variabel yang
mempengaruhi).

Penelitian ini dilakukan terhadap parapengelola keuangan desa yang meliputi kepala
desa, sekrertaris desa, aparat pemerintah desa, dan badan permusyarawatan desa mengenai
dalam mengelola keuangan desa agar membentuk transparansi di Kecamatan Suralaga
Kabupaten Lombok Timur.

Menurut sugiyono (2014:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau
nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu untuk dipelajari dan
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kemudian ditarik kesimpulanya. Semua variabel disini bersifat persepsi atau opini responden
atas indikator variabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dibagian ini akan dijelaskan mengenai deskripsi responden dan tingkat pengembalian
kuesioner, statistik deskriptif data, uji kualitas data, uji asumsi regresi linier klasik, dan uji
hipotesis.

Penelitian ini meregresikan variabel independen yaitu norma subyektif, kinerja
aparatur pemerintah desa, kejelasan sasaran anggaran, dan prosocial behavior terhadap
variabel dependen yaitu transparansi, dan menghasilkan koefesien regresi yang menunjukkan
arah hubungan antar variabel independen dan dependen.

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Berganda
Model Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
1 B Std. Error Beta
(Constant) 15.176 6.422
Kinerja aparatur pemerintah desa 274 124 236
kejelasan sasaran anggaran .386 118 .362

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari tabel diatas persamaan regresi sebagai berikut:

Y1=15,176 + 0,274X2 + 0,386X3 + e

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dianalisis pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Jika diasumsikan nilai variabel norma subyektif, kinerja aparatur pemerintah desa,
kejelasan sasaran anggaran, dan prosocial behavior adalah konstan atau sama dengan
nol, maka nilai variabel transparansi 15,176. Tetapi dalam tataran kenyataan, nilai
konstan tidak memiliki makna (Dominick,1986:150).

2. Secara hitungan ciri — ciri sampel, variabel kinerja aparatur pemerintah desasebesar
0,386, artinya apabila kinerja aparatur pemerintah desa ditingkatkan satu maka
transparansi keuangan desa mengalami kenaikan sebesar 0,386.

3. Secara hitungan ciri — ciri sampel, variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,274,
artinya apabila kejelasan sasaran anggaran ditingkatkan satu maka transparansi
keuangan desa mengalami kenaikan sebesar 0,274.

4. Nilai koefisien Adjusted R Square bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau untuk
menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabelitas variabel
dependent.

Tabel 2
Hasil Determinasi (R?)

Model Summary

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate

1 .675% 455 422 2.875
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Model Summary
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 6752 455 422 2.875

a. Predictors: (Constant), prosocial behavior, norma
subyektif, kinerja aparatur pemerintah desa, kejelasan
sasaran anggaran

Berdasarkan tabel diatas besarnya angka koefisien determinasi 0,422 sama dengan
42,2%. Angka tersebut mengandung arti bahwa kinerja aparatur pemerintah desa, kejelasan
sasaran anggaran berpengaruh terhadap transparansi keuangan desa sebesar 42,2% dan
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas
secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model Unstandardized
Coefficients
B Std. Error T Sig.
1 (Constant) 15.176 6.422 2363  .021
Kinerja aparatur pemerintah desa 274 124 2.212 031
kejelasan sasaran anggaran .386 118 3.281 .002

Sumber: Data Diolah, 2021

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi
kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.
Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa dengan hasil kerja yang dicapai
oleh seorang pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja
pegawainya, maka kinerja karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama
periode waktu yang dicapai organisasiRivai (2006:309).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesisi (H2) disimpulkan Kinerja aparatur pemerintah
desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, menunjukkan bahwa hipotesis
diterima dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,212 lebih besar dari 1,997
dengan koefisien jalur 0,236 dengan arah positif, sedangkan nilai sig 0,031 lebih kecil dari
0,05. Hasil uji ini membuktikan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah desa
berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten
Lombok timur. Artinya semakin bagus kinerja aparatur pemerintah desa akan menyebabkan
transparansi  keuangan desa semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan Tri
Martahadi(2017),menunjukkan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah berpengaruh
positif terhadap transparansi keuangan desa dan pengawasan BPD berpengaruh positif
terhadap transparansi keuangan desa.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti
oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Selain itu,
menurut Locke dalam Kurnia (2004) mengatakan bahwa sasaran anggaran yang spesifik akan
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lebih produktif bila dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, karena akan
menyebabkan para pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan merasa tidak puas.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesisi (H3) disimpulkan kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, menunjukkan bahwa hipotesis
diterima dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 3,281 lebih besar dari 1,997
dengan koefisien jalur 0,326 dengan arah positif, sedangkan nilai sig 0,002 lebih kecil dari
0,05. Hasil uji ini membuktikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten Lombok timur.
Artinya semakin sesuai kejelasan sasaran anggaran akan menyebabkan transparansi keuangan
desa semakin baik di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Fitri Lestari (2015), menunjukkan bahwa kejelasan sasaran
anggaran, kinerja manajerial dan transparansi publik tidak memberi dampak terhadap
akuntabilitas kinerja instansipemerintah. Sedangkan pelaporan/ pertanggungjawaban
anggaran dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh kinerja
aparatur pemerintah desa dan kejelasan sasaran anggaran, terhadap transparansi keuangan
desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kinerja aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap
transparansi keuangan desa di Kabupaten Lombok Timur. Kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Kabupaten
Lombok Timur.
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